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ABSTRAK

Akta otentik sebagai alat bukti yang benilai sempur(volledig bewijskracht), dan mengikat
(bindende bewijskracht), sehingga akta otentik tdgeadiri sendiri tanpa dukungan alat bukti yanu.la
Penelitian ini menganalisis perbedaan kekuatan pkfiem akta otentik dalam perkara perdata dan parka
pidana dan kekuatan pembuktian akta otentik dalerkapa pidana masih memerlukan alat bukti lain kintu
menentukan kesempurnaannya. Metode penelitian ygiggnakan adalah penelitian hukum normatif
sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan oreadgm pendekatan undang-undang dan pendekatan
konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa huk@mbuktian bukanlah sistim yang teratur. Kuati ata
lemahnya alat-alat bukti dalam pembuktian tergamtpada parameter pembuktian yang digunakan pada
masing-masing peradilan, baik perdata maupun pid@egbedaan parameter dalam pembuktian tersebutlah
yang membedakan kekuatan hukum pembuktian aktdilog@lam perkara pidana dan perdata. Berkaitan
nilai kesempurnaan akta otentik dalam perkara pidpenulis bekesimpulan bahwa, kekuatan pembuktian
akta otentik tidak bernilai sempurna dan tidak nileatghakim, sehingga akta otentik dalam perkarampéd
tidak dapat berdiri sendiri dan memerlukan alattbakn bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.

Kata Kunci: Kekuatan Pembuktian, Akta Otentik, Perkara Perdata, Perkara Pidana

ABSTRACT

Authentic deeds as perfect evidence (volledig skséicht) and binding (bindende bewijskracht), sat th
authentic deeds can stand alone without the suppather evidence. This study analyzed the difiees in
the power of authentic authentic deeds in civil arithinal cases and the power to prove authentidslén
criminal cases still requires other evidence t@deine their perfection. The research method usechative
legal research while the problem approach is choig using a legal approach and conceptual apprdde
results of the study indicate that the evidentiary is not an orderly system. The strength or weakrof
evidence in evidence depends on the evidentiargnpatiers used in each court, both civil and crimifak
difference in the parameters in proof is what digtishes the power of the law of authentic proofieéd in
criminal and civil cases. Regarding the value othantic deed perfection in criminal cases, the @usth
conclude that, the power of proof of authentic deedot of perfect value and does not bind judges,
authentic deeds in criminal cases cannot standeatord require other evidence for judges in making
decisions.

Key words: The Power of Proof, Authentic Deeds, Civil Cases, Criminal Cases
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PENDAHULUAN

Di era yang semakin maju saat ini, kebutuhan akemboktian tertulis makin
meningkat sejalan dengan perkembangannya tuntukan &epastian hukum dalam
berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pad&atmasional, regional, maupun global
dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan bidanbap&an, pertanahan, kegiatan sosial
dan lain-lain, dengan maksud bahwa, bukti surété&nl dapat dipergunakan sebagai alat
bukti dikemudian hari jika terjadi suatu sengkétdapun yang dimaksud dengan alat bukti
yang berupa surat/tulisan adalah suatu benda ¢feytang di dalamnya memuat tanda-
tanda bacaan yang menyatakan buah pemikiran segeal@n dipergunakan sebagai
pembuktian. Maka, suatu surat/tulisan yang tidakmoed tanda-tanda bacaan yang
menyatakan buah pemikiran seseorang yang dimuamdauatu benda tidak dapat
dinyatakan sebagai alat bukti surat/tertulis yarekw oleh undang-undang sebagai cara
pembuktian nomor 1 (satt).

Surat sebagai alat bukti tertulis, menurut undamgang dapat dibagi menjadi akta
dan surat bukan akta, yang kemudian akta dapagidibanjadi akta otentik dan akta
dibawah tangan, sehingga dalam hukum pembuktigendlkpaling tidak 3 (tiga) jenis surat
yaitu akta otentik, akta di bawah tangan dan surk&n akté.

Akta adalah surat/tulisan yang sengaja dibuat datandhtangani untuk
dipergunakan oleh orang dan untuk keperluan siagzd gu dibuat yang memuat peristiwa-
peristiwa tertentu yang menjadi dasar dari suatikg@n sebagai pembuktian. Melalui alat
bukti tersebutlah oleh para pihak mencantumkanladgk dan kewajiban masing-masing
pihak yang membuat. Walaupun keduanya merupakam@a yang paling kuat daripada
alat bukti lainnya, akta otentiklah yang merupakéat bukti yang benar-benar sempurna
sebab akta otentik merupakan akta yang dibuat dékmuk dan tata cara yang telah
ditetapkan oleh undang-undang dengan perantaraarange pejabat umum. Dengan
demikian tidak semua surat dapat dikatakan selsagil akta otentik.

Dalam perkara perdata alat bukti berupa akta d&enBrupakan alat bukti yang
mutlak dan bersifat memaksa sehingga hakim dalamlanekta otentik yang di jadikan
sebagai alat bukti dalam persidangan harus mealimtadanya segala yang tertuang dalam

1Subekti,Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2002, hal. 180.
2Teguh Samudera, HukuRembuktian Dalam Acara Perdata, Cetakan ke 1, Alumni, Bandung, 2004,
hal. 37.
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akta otentik adalah benar, kecuali ada bukti laglamh persidangan yang dapat
menghilangkan kekuatan pembuktian akta otehtfkerbandingan yang jauh berbeda
dengan perkara pidana, perbandingan mana aktaikoteiiagai alat bukti tidak dapat

mengikat baik bagi Penyelidik, Penyidik maupun Haldalam pembuktian atau dengan
kata lain pembuktian bersifat bebas.

Dalam perkara pidana Hakim dalam menjatuhkan sgn#lana harus berdasarkan
pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang saWwéalkenar terjadi suatu tindak pidana
dan benar-benar terdakwa yang melakukannya. Sebagth dapat dilihat dalam kasus
pemalsuan akta otentik. Sebagaimana dalam putusaktakim menyatakan bahwa para
pihak sebagai tersangka terbukti secara sah daakim&an bersalah melakukan kejahatan
pemalsuan akta otentik serta menghukum terdakwgashepidana penjara yang didasarkan
pada alat-alat bukti yang sah berupa Akta Pelepdatin/Naris atas Saham dan dalam Akta
Pernyataan sebagai Pemegang Hak Waris besertaatatalan surat-surat yang dijadikan
dasar pembuatan akta, keterangan saksi-saksi tienakgan terdakwa.

Akta otentik bukanlah suatu surat yang memerlukdet &ukti lain untuk
menguatkannya, akta otentik adalah akta yang dibkedt pejabat umum yang diberikan
kewenangan untuk membuatnya dengan bentuk, tada dan pengesahannya ditentukan
dalam suatu aturan hukum yang memuat aspek lahfaahal dan materiil sebagai wujud

kesempurnaan dari akta otentik.

RUMUSAN MASALAH

1) Apa perbedaan kekuatan hukum pembuktian akta ktelaiiem perkara perdata dan
perkara pidana?

2) Apa kekuatan pembuktian akta otentik dalam perkadana masih memerlukan alat

bukti lain untuk menentukan kesempurnaannya ?

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukoonmatif yang dilakukan untuk

mencari pemecahan masalah atas permasalahan hukognagla. Pendekatan penelitian yang

3 Hatta Isnaini Wahyu Utomo, “Penggunaan SurrogaigaPAkta Notaris”, artikel dalam Kumpulan
Tesis Pascasarjana Universitas Narotama, www. t@sistama.ac.id, hal. 4
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digunakan adalah pendekatan undang-undaegute approach) dan pendekatan konseptual

(conceptual approach).

PEMBAHASAN
Kekuatan Hukum Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Dan
Perkara Pidana

Pada setiap ilmu pengetahuan dikenal tentang adpesduktian. Misalnya, di
dalam ilmu pasti ada dikenal suatu pembuktian yakgama yaitu pembuktian mempunyai
nilai mutlak, yang dapat diterima akal sehat daheka secara umum. Hal tersebut berbeda
dengan pembuktian dalam ilmu hukum yaitu pembukgfartidak dapat secara mutlak dan
tidak logis melainkan pembuktiannya bersifat keraaslatan, karena walaupun sedikit,
ada terdapat unsur ketidakpastian. Jadi kebenageny ylicapai dalam ilmu hukum
merupakan kebenaran yang ralatif, dimana kita hamesaberikan keyakinan terhadap
fakta-fakta yang dikemukakan itu agar masuk ak@uyapa yang dikemukakan dengan
fakta-fakta itu harus selaras dengan keberfaran.

Hukum pembuktian dalam berperkara merupakan baggeny sangat kompleks
dalam proses litigasi. Pembuktian berkaitan derdganampuan merekonstruksi kejadian
atau peristiwva masa lalu sebagai suatu kebenatdah. Karna itu tujuan dari pembuktian
adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatuiperigkta yang diajukan itu benar-
benar terjadi, guna mendapat putusan hakim yanay loem adiP

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimakirdjan bukti adalah
sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu perfsBubti yang merupakan terjemahan
dari bahasa Belanddéwijs’ dalam kamus hukundiartikan sebagai segala sesuatu yang
memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau Kdiefaaran fakta oleh para pihak dalam
perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada ki penilaiannyaSementara itu
yang dimaksud dengan membuktikan adalah mempddihabukti, dan yang dimaksud
pembuktian adalah proses, cara, perbuatan memhbokté#au usaha menunjukkan benar

atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilakum pembuktian menurut Syaiful

4Teguh Samuder&p.Cit, hal. 10

5Jan Michiel OttoKepastian Hukum di Negara Berkembang, terjemahan Tristam Moeliono, Komisi
HukumNasional Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 5.

Shttp://kbbi.web.id/, diaskes pada tanggal 21 Agsi018, pukul 17.32 WIB.

"Eddy Hiariej, Teori & HukumPembuktian, Erlangga, Jakarta, 2012, hal. 3.
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Bakri adalah ketentuan-ketentuan yang berisi peimgggadan pedoman tentang cara-cara
yang dibenarkan undang-undang, membuktikan kesalafemg didakwakan kepada
terdakwa. Pembuktian merupakan suatu ketentuan waempatur alat-alat bukti yang
dibenarkan oleh undang-undang yang digunakan akimhdalam membuktikan kesalahan
yang didakwakan di dalam persidangan, dan tidalerditkan membuktikan kesalahan
terdakwa dengan tanpa alasan yuridis dan berdaadil&n®

Menurut R. Supomo, pembuktian mempunyai 2 (dua)Rettama, dalam arti yang
luas, pembuktian membenarkan hubungan hukum yargrtbenemperkuat kesimpulan
hakim dengan syarat-syarat bukti yang skkdua, dalam arti yang terbatas, artinya
pembuktian hanya diperlukan apabila hal yang dikexkan oleh penggugat itu dibantah
oleh tergugat. Sementara itu hal yang tidak ditratigak perlu dibuktikad. Sedangkan
menurut Subekti, membuktikan adalah meyakinkan rhaléntang kebenaran dalil atau
dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu perserage® Dan tidak semua kejadian-
kejadian atau peristiwa-peristiva harus dibuktikaleh para pihak kepada hakim,
melainkan hal-hal yang menjadi perselisinan sajagyaarus dibuktikah! Dengan
demikian arti penting hukum pembuktian adalah menaabenaran atas suatu kejadian
atau peristiwa atau fakta hukum dan sesuatu hais iyemjadi perselisihan.

Adapun empat karakter hukum pembuktian yang dikémlam hukum pembuktian
moderen yaitu'?

1) Hukum pembuktian meliputi segala hal yang luassibi hukum pembuktian meliputi
segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuktiarsemdiri, dimulai dari tahap
pengumpulan bukti, penyampaian bukti sampai ke qdifey penilaian terhadap setiap
bukti sampai pada beban pembuktian di pengadilan

2) Perkembangan hukum pembuktian sangatlah berpendmghperkara yang sedang
ditangani dan bukti yang dimiliki. Di sini, perkeargan zaman termasuk
perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, akagas berpengaruh pada hukum

pembuktian. Misalnya telah diakui oleh hukum alaittbberupa telekonfrensi.

8 Eddy HariejOp.cit, hal. 4-5.
%lbid, hal. 6.

101hid, hal. 3.

11 Teguh Samuder&p.cit, hal. 9.
12 Eddy Hariej,Op.cit, hal. 13-15.
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3) Hukum pembuktian bukanlah sistim yang teratur. Kattu lemahnya pembuktian
tergantung pada kesesuaian antara fakta yang satyawl fakta yang lain yang dapat
dibuktikan dan diyakinkan kepada hakim. Ada kalafayda-fakta pokokrfateriil facts)
yang harus dibuktikan pada kenyataannya tidak misgakinkan hakim. Maka, dengan
sendirinya pembuktian atas fakta tersebut diandggiagah. Dapat juga fakta yang satu
yang harus membuktikan fakta yang laiacum probandum) terdapat ketidaksesuaian
sehingga pembuktian yang demikian juga dianggptema

4) Tidak ada satu kesatuan hukum pembuktian yang dbteaapkan untuk semua proses
hukum. Dalam konteks hukum pembuktian di Indonesmsing-masing lapangan
memiliki hukum pembuktian sendiri. Ada hukum pemiprk pidana dan ada hukum
pembuktian perdata.

Sebagaimana telah dikatakan sebelumnya bahwa péarukerupakan inti dari
suatu perkara di pengadilan. Perihal bagaimana pltnh, termasuk alat bukti yang
digunakan, semuanya berdasarkan hukum acara pegailanasing-masing perkara yang
berbeda, mulai dari dasar hukum pembuktian, paempetmbuktian, kepada siapa beban
pembuktian diberikan dan bagaimana hakim pada mrasasing bidang hukum tersebut
menilai alat-alat bukti yang diajukan untuk mengdrmibatu putusan akhir.

Dalam perkara perdata yang dicari adalah keberfararal. Oleh karena itu hakim
hanya terikat pada alat bukti yang sah menurut noppd@dang. Dengan demikian hakim
dalam acara perdata bersifat pasif, tergantungodaai pihak yang bersengketa. Akan tetapi
dalam mencari kebenaran materiil suatu perkarathakara perdata dapat bersifat akkif.

Para pihak yang bersengketa yang dimaksudkan adedaly yang “merasa” bahwa
haknya itu dilanggar (penggugat) yang kemudian milemsiang yang “dirasa” melanggar
hak orang tersebut ke depan pengadilan (tergugd@takan “merasa” dan “dirasa” karena
belum tentu yang bersangkutan melanggar hak orang ymerasa” tersebtt. Artinya
untuk benar-benar mengetahui hak seseorang dilanggjea orang yang “merasa” haknya
dilanggar harus membuktikannya di depan pengadjlsra memperoleh keputusan hakim
yang berkekuatan hukum tetap untuk membuktikan bab&nar haknya telah dilanggar
oleh orang yang “dirasa” melanggar haknya. Halsgsuai dengan asastori in cumbit

13 1bid, hal. 80.
YRetnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinatakum Acara Perdata, Mandar Maju,
Bandung, 2007, hal. 1.
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probatio yang artinya adalah siapa yang menggugat dialaly yamib membuktikan (ex
Pasal 163 HIR, 283 RBg juncto 1865 KUHPerdata).

Untuk membuktikan benar atau tidaknya hak seseotalafp dilanggar di depan
pengadilan, maka orang yang “merasa” haknya dilangg harus mengajukan gugatan
berikut surat permintaan yang ditandatangani olemggugat atau wakilnya (orang yang
diberikan kuasa khusus untuk mewakilinya) kepaglagpdilan negeri yang mempunyai
wewenang untuk mengadili (wewenang relatif) dimamang yang “dirasa” melanggar
haknya itu bertempat tinggal.

Dalam hal ini jika tempat tinggal yang dipilih dadasuatu akta, gugatan diajukan
kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal gpih dalam akta tersebut. Menurut
Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawirtatapat tinggal adalah dimana seorang
berdiam dan tercatat sebagai penduduk. Sedangkapatekediaman adalah di mana
seorang berdiam (mungkin dirumah peristirahatanmya Puncak). Artinya untuk
mengetahui tempat tinggal dan tempat kediaman oyang “dirasa” melanggar hak orang
yang “merasa’, cukup dengan melihat Kartu TandalBduk orang yang “dirasa” tersebut.
dan apabila tempat kediaman orang yang “dirasadktidikenal atau diketahui, maka
gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negepattinggal orang yang “merasa” atau
salah seorang yang “merasa” haknya dilanggar.

Dalam suatu proses perkara perdata, salah satws thgkim adalah untuk
menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang meujashr gugatan benar-benar ada
atau tidak antara orang yang “merasa” haknya dgangleh orang yang “dirasa”. Adanya
hubungan antara orang yang “merasa” dan “dirasédhtyang harus terbukti apabila orang
yang “merasa” tersebut menginginkan kemenangamdsiletu perkara.

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda denganubéianb perkara lainnya,
pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dahap pendahuluan yakni
penyelidikan dan penyidikan. Pada tahap pendahuérabut, tata caranya jauh lebih rumit
bila dibandingkan dengan hukum acara lainnya. Resgmn perkara pidana meliputi
beberapa tahap, yakni tahap penyelidikan dan pikayiddi tingkat kepolisian, tahap
penuntutan di kejaksaan, tahap pemeriksaan peudkatagkat pertama di pengadilan
negeri, tahap upaya hukum di pengadilan tinggiasktahkamah Agung, kemudian tahap

eksekusi oleh eksekutor jaksa penuntut umum. Derdgmikian pembuktian dalam
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perkara pidana menyangkut beberapa institusi, yakepolisian, kejaksaan dan
pengadilan®

Dalam HIR mengandung beberapa jenis putusan hakaka akan nampak bahwa
yang dimaksudkan dengan pembuktian dalam perkdem@iada 2 (dua) unsur dasar yaitu
pertama, harus ada cukup-alat-alat bukti (upayabp&tian) yang diakui undang-undang
dan keyakinan hakim. Jadi dalam sidang pengadiakapa pidana itu harus cukup alat-
alat bukti yang diakui oleh undang-undang atau yaaf (vettelijk bewijsmiddel)
disamping keyakinan hakifi. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam perkara idan
parameter yang digunakan dalam pembuktian adddghtief wettelijk bewijstheorie yang
artinya dasar pembuktian menurut keyakinan hakingyambul dari alat-alat bukti dalam
undang-undang secara negatif. Berdasarkan paranpeerbuktian tersebut, unsur
keyakinan hakim dan unsur cukup alat-alat buktyahg menjadi dasar dari parameter
pembuktian berdasarkan teoegatief wettelijk bewijstheorie, yang berarti bahwa dengan
alat-alat bukti yang diakui sah oleh undang-undaaga belum cukup, tetapi harus
dilengkapi dengan keyakinan hakih.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbedassra pembuktian dalam
perkara perdata dan perkara pidana terdapat disetiagai berikut'®

1) Dalam perkara perdata yang dicari adalah kebendoamal, yaitu kebenaran
berdasarkan anggapan dari para pihak yang berperkar

2) Dalam perkara pidana yang dicari adalah kebenaraternh, yaitu kebenaran sejati,
yang harus diusahakan tercapainya.

3) Dalam hukum perkara perdata hakim bersifat pasituyhakim memutuskan perkara
semata-mata berdasarkan hal-hal yang dianggap blatapihak-pihak yang berperkara
dan berdasarkan bukti-bukti yang dibawa merekadalam sidang pengadilan. Jadi
hakim tidak mencampuri terhadap hak-hak individagydilanggar, selama orang yang

dirugikan tidak melakukan penuntutan di pengadilan.

S bid.

16Teguh Samuder®p.cit, hal. 27.
M bid, hal. 28.

8 bid, hal. 32-33.
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4) Dalam perkara pidana hakim bersifat aktif, yaithihmaberkewajiban untuk memperoleh
bukti yang cukup mampu membuktikan dengan sunggahyang dituduhkan kepada
yang tertuduh.

Selain perbedaan sebagaimana tersebut, adapurdaanbpada alat-alat bukti pada
masing-masing*®
1) Dalam perkara perdata berdasarkan Pasal 164 HiRalat pembuktiannya terdiri dari :

bukti surat, bukti saksi, bukti sangka, bukti pdaga dan bukti sumpah.

2) Sedangkan dalam perkara pidana berdasarkan P&sHElIR9alat-alat bukti terdiri dari :
bukti keterangan saksi, bukti surat, bukti pengakden bukti penunjukan.

Apabila dalam perkara perdata alat bukti yang daatean adalah surat, maka dalam
perkara pidana adalah keterangan saksi. Surat aealad bukti yang diutamakan dalam
perkara pidana karena dalam perkara perdata yaag ddalah kebenaran terhadap sesuatu
hal yang diminta oleh para pihak yang berperkdrdedangkan saksi sebagai alat bukti
yang ditamakan dalam pembuktian perkara pidanank&asang dicari adalah materiil
artinya hakim tidak bergantung pada alat-alat byktig diajukan oleh penuntut umum
maupun penasehat hukum sehingga dalam prosesagregaidhakim bersifat aktif.

Alat Pembuktian Dalam Perkara Perdata dan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana.
Mengenai alat-alat pembuktian dalam hukum acardgp@rdiatur dalam Pasal 164
HIR juncto Pasal 1866 KUHPerdata, yaitu : Bukti asurBukti saksi, Persangkaan,
Pengakuan, Sumpah. Adapun alat bukti yang diakuidsarkan Putusan Mahkamah
Agung Nomor 10 K/Sip/ 1956 tanggal 22 Agustus 195&ng menyatakan bahwa
pengetahuan sendiri dari hakim merupakan merupalerpembuktian yang sah dan tidak
tunduk pada penilaian kasasi; dan Putusan Mahkafgaimg Nomor 213 K/Sip/1955
tanggal 10 April 1957 yang menyatakan bahwa, pkatin hakim dipersidangan dapat
dipakai sebagai pengetahuan hakim itu sendiri dindaisaha pembuktian. Alat bukti yang
sah dalam perkara pidana adalah alat bukti yantkaerdalam hukum acara pidana
sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHBKR yaitu : keterangan saksi,

keterangan ahli, surat-surat, petunjuk dan ketenamtgrdakwa.

¥rbid
2bid, hal. 33.
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Akta otentik dalam pembuktian perkara perdata hdililsat apa adanya sebagai
alat bukti yang sempurna yang tidak membutuhkath [akti lain dalam menentukan
kesempurnan dalam akta otentik, sebab menurut hgkiatu akta otentik telah memenuhi
batas minimum pembuktiadbéwijs minimum) atau standar pembuktiapréponderance of
evidence) perkara perdata. Untuk dapat memberikan gambararg yaelas tentang
bagaimana kekuatan pembuktian akta otentik dalarkape perdata, maka dapat dilihat
putusan penguatan akta otentik yang dijadikan deed@aigai bukti dalam praktek peradilan
yakni Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dloh266 K/Pdt/2004 tanggal 14
Juli 2008 yang menguatkan Putusan Pengadilan Pigigadegeri Kuala Kapuas No.
22/Pdt.G/2003/PN-KKp tanggal 13 November 2003 daru$an Pengadilan Tinggi
Palangka Raya dengan putusan No. 02/Pdt/2004/PTidtggal 13 Februari 2004.

Kekuatan pembuktian akta otentik dalam perkaranadaukan sebagai alat bukti
yang mengikat hakim sehingga kekuatan pembuktida atentik dalam perkara pidana
sama derajatnya dengan alat bukti sah lainnya dglerkara pidana karena unsur
terpenting dalam perkara pidana adalah keyakin&mhdalam menentukan keabsahan
suatu alat bukti dalam menyatakan kesalahan seggoyang diperhadapkan pada
persidangan perkara pidana. Untuk dapat membergambaran yang jelas tentang
bagaimana kekuatan pembuktian akta otentik dalarkapse pidana, maka dapat dilihat
dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 889 K/Pid/2@@8dal 12 Agustus 2008 yang
mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umuwia Raejaksaan Negeri Surabaya
dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabya2064/Pid.B/2006/PN.Sby
tanggal 26 April 2007. Menurut penuis walaupun a@tantik tidak mengikat hakim,
setidaknya hakim perlu mempertimbangkan untuk mekojé keyakinannya dari aspek-
aspek yang terkandung dalam akta otentik yaitu kasgd@riah, formil dan materil. Jika
aspek tersebut dikesampingkan oleh hakim atau kms®m@an akta tersebut tidak berlaku
bagi hakim maka sia-sialah sudah akta tersebutatlibleh pejabat umum yakni pejabat
yang diangkat oleh Negara yang dalam sistim hukndoriesia adalah salah satu organ
dan/atau alat pelengkap Negara yang mempunyai HKewajyang didasarkan pada
kewenangan hukum dalam melayani masyarakat.

Karena dalam pembuktian pidana proses penyidikaeridkukan asas praduga

bersalahpresumption of guilt yang artinya seorang sudah dianggap bersalah selzla
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putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetapléankarena berdasarkan Pasal 183
dan 184 KUHAPidana, penyidik tidak wajib dan tidakikat oleh akta otentik maka dalam
proses penyidikan “apa adanya” suatu akta otentikak-obok demi mencari “ada apa”
dibalik “apa adanya”.

Nilai kesempurnaan akta otentik tersebut hanyataslj@ada persidangan perkara
perdata saja, tidak ada perkara pidana. Tidak thgilkekuatan pembuktian akta otentik
sebagai alat bukti yang sempurna dalam perkarangjdearena kebenaran yang dicari
adalah mencari kebenaran materiil dengan dasametea pembuktian yang digunakan
adalahnegatief wettelijk bewijstheorie yang artinya dasar pembuktian menurut keyakinan
hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undamglang secara negatif. Artinya adanya
alat bukti yang sah menurut undang-undang sajarbelikkup meyakinkan hakim dalam
mengambil suatu putusan. Hal ini karena kekuatanbpé&tian alat bukti fewijskracht)
dalam perkara pidana pada hakikatnya sama, tidalsatli melebihi yang lain. Tegasnya
alat bukti dalam hukum acara pidana tidak mengkrbrki. Hanya saja ada ketentuan-
ketentuan yang mensyaratkan keterkaitan antara pakg satu dengan bukti yang lain.
Oleh karena itu dalam perkara pidana terdapat lyakiq bersifat sebagai pelengkap. Bukti
tersebut timbul dari bukti yang lain. Sebagai cbnfmada Putusan Mahkamah Agung
Nomor 889 K/Pid/2008 tanggal 12 Agustus 2008 yarepgabulkan permohonan kasasi
dari Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Surabaya dnembatalkan putusan
Pengadilan Negeri Surabaya No. 2064/Pid.B/2006/PNt&ggal 26 April 2007 tersebut.
Dalam amar putusan Pengadilan Negeri Surabayaptgrétalimat “terbukti secara sah dan
meyakinkan melanggar dakwaan” artinya dalam mehjato suatu putusan, hakim selalu
berpegang pada dua alat bukti yang sah dan keyakyaaArtinya jika suatu akta otentik
dalam pembuktian perkara pidana tidak dapat besdirdiri atau dengan kata lain wajib di
dukung dengan alat bukti lainnya, Sebab kekuatanbpktian akta otentik tidak diatur
secara khusus dalam Hukum Pidana. Alat bukti siamag) disebut pada Pasal 187 huruf a,
b, dan c adalah alat bukti yang sempurna, sebatlosuarat-surat yang disebut didalamnya
dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditetuperaturan perundang-undangan.
Dengan dipenuhinya ketentuan formal, alat buk@sorempunyai nilai pembuktian formal
yang sempurna. Namun alat bukti surat yang diseblaim Pasal 187 KUHAP bukan alat

bukti yang mempunyai kekuatan mengikat. Artinyairkekuatan pembuktian akta otentik,
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sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian kejarasaksi, keterangan ahli, dan alat-
alat bukti yang sah lainnya dalam perkara pidaehingga hakim bebas untuk menilai

kekuatan pembuktiannya dan dapat mempergunakatenydahkan menyingkirkannya.

PENUTUP
Kesmpulan

Hukum pembuktian bukanlah sistim yang teratur. Katati lemahnya alat-alat bukti
dalam pembuktian tergantung pada parameter penalpuiging digunakan pada masing-
masing peradilan, baik perdata maupun pidana. Dapmrkara perdata parameter
pembuktian yang digunakan adal&ositief Wettelijk Bewijstheorie, parameter mana,
apabila ada buktibewijs minimmum), maka hakim harus menyatakan bahwa terdakwa
salah tanpa perlu keyakinan. Sedangkan dalam pepidana, parameter yang digunakan
adalah Negatief Wettelijk Bewijstheorie, parameter mana pembuktiannya menurut
keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat buktiaa undang-undang secara negatif.
Perbedaan parameter dalam pembuktian tersebutlady ip@mbedakan kekuatan hukum
pembuktian akta otentik dalam perkara pidana daafepe

Akta otentik dalam perkara perdata bernilai sem@uvolledig bewijskracht), dan
mengikat bindende bewijskracht) sehingga akta otentik dapat berdiri sendiri tanpa
dukungan alat bukti yang lain, hakim dapat menjeanhputusan. Namun dalam perkara
pidana kekuatan pembuktian akta otentik tidak Ierrsempurna dan tidak mengikat
hakim, sehingga akta otentik dalam perkara piddadaktdapat berdiri sendiri dan

memerlukan alat bukti lain bagi hakim dalam merj&ain putusan.

Saran

Kekuatan pembuktian akta Notaris yang tidak mengpada perkara pidana
seringkali membawa Notaris dalam permasalahan. Makiatu Notaris wajib mempunyai
kemampuan yang mumpuni dalam melaksanakan tugatajatya serta selalu menerapkan
prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta agar pnamenghindari permasalahan yang
terjadi akibat akta yang dibuatnya.
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